CASCADING KINERIA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KUTAI

TAHUN 2021-2026

RPIMD ( Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang Daerah) Kutai Kartanegara

Visi RPIMD

+ Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia

Misi 1 (RPJMD)

: Memantapkan birokrasi yang bersih, efektif, efisien dan melayani

Tujuan 1 (RPIMD) :

efektif, efisien,i

i, ak

tabel, bersih dan melayani

Sasaran 3 (RPJMD)

: Meningkatnya kualitas pelayanan publik

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Tujuan

- Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap produk hukum daerah

sasaran

: Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah

Indikator Sasaran

: jumlah pelanggaran produk hukum daerah
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Sekretaris

Program sasaran 1

Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

Kepala Bidang Sumber Daya Aparatur

Program sasaran 1

Program sasaran 1

Program sasaran 1

Program sasaran 1

- PROGRAM URUSAN

DAERAH

Indikator Program : nilai SAKIP Perangkat Daerah

PROGRAM

DAN umum

PROGRAM

DAN umum

PROGRAM

DAN umum

PROGRAM

DAN umum

‘Indikator Program :

1. Persentase Penanganan Gangguan
K3 (Ketentraman, Ketertiban dan
Keindahan)

Indikator Program :

2. Cakupan penegakan peraturan
daerah dan peraturan kepala daerah

‘Indikator Program

1. Persentase Penanganan Gangguan
K3 Ketentraman, Ketertiban dan
Keindahan)

"Indikator Program :

1. Persentase Penanganan Gangguan
K3 (Ketentraman, Ketertiban dan
Keindahan)

Indikator Kegiatan :

- Jumlah Barang Milik Daerah

- Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel
- Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian

- Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah

- Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan

Indikator Kegiatan

- Jumlah penurunan angka penanganan gangguan trantibum

Indikator Kegiatan :

1. jumlah perda yang ditegakkan

2. jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina

Indikator Kegiatan :

Indikator Kegiatan :
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Kasub bag umpeg

Kasub bag Kepegawaian

Kasub bag peny program dan
keuangan

Seksi Operasi dan Pengendalian
Ketertiban Umum

Seksi Kerjasama

Seksi Pembinaan , Pengawasan dan
Penyuluhan

Seksi Penyelidikan dan Penyidikan

Seksi Satuan Linmas

Seksi Bina Potensi Masyarakat

Seksi Pelatihan Dasar

Seksi Teknis Fungsional

Indikator Subkegiatan :

Indikator Subkegiatan

Indikator Subkegiatan :

Indikator Subkegiatan :

Indikator Subkegiatan

Indikator Subkegiatan

Indikator Subkegiatan :

Indikator Subkegiatan :

Indikator Subkegiatan

Indikator Subkegiatan

Indikator Subkegiatan :

- Jumlah Kendaraan Dinas/
Operasional yang dipelihara

- Jumlah Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya

Tersedianya bahan logistik kantor

- Jumlah alat tulis kantor

- Jumlah kegiatan rapat-rapat dan
Koordinasi

- Jumlah jasa administrasi Teknis
Perkantoran

- Jumlah Jasa Surat Menyurat

jumlah pemelinaraan dan perawatan
barang dan jasa

- Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi
Kepegawaian

- Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SkPD

- Jumlah peningkatan pencegahan

- Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan
dan Ketertiban Umum

gangguan trantibum

serta Perlindungan Masyarakat

- jumlah frekuensi sosialisasi
perda/perkada

- Jumlah Penanganan atas
Pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Kepala Daerah yang
ditindaklanjuti

- Persentase penindakan gangguan
Trantibum

- Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD

- Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

- Jumlah sarana dan prasarana
trantibum yang dipelihara

- jumlah Dokumen SOP trantibum

~persentase layanan dampak
penegakan perda

- Jumlah Dokumen kesepakatan
Kerjasama

- Jumlah temuan Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

- Jumlah SATPOL PP yang
bersertifikat PPNS

- Jumlah regu Perlindungan
dalam rangka

Ketentraman dan Ketertiban Umum

- jumlah satpol yang bersertifikat

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

H. Fida Hurasani, S.Sos
NIP. 19731101 200012 1 003

Kutai Kartanegara




